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BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR t04 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 
Tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

tentang 
Dalam 

2 . Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1652); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20019 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ; 



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 ten tang 
Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang 
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5229) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5317); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 ten tang 
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 930, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5468) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 



Menetapkan 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Ka bu paten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Ka bu paten Semarang Nomor 12); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 

4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 
kendaraan yang berjalan di atas rel. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

6. Denda Retribusi adalah sanksi administrasi yang 
diberikan karena keterlambatan dalam pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan 
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi 
atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Daerah. 



8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian 
kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian 
kendaraan bermotor, kereta gandingan, kereta tempel, 
dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyarata n teknis dan laikjalan. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi 
tertentu. 

BAB II 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 2 

( 1) Retribusi dipungu t dengan menggunakan SKRD a tau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokurnen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi/ Tanda 
Bukti Penerimaan. 

Pasal 3 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap 
bulan dari Retribusi yang teru tang. 

BAB III 

PEMBAY ARAN RETRIBUSI 

Pasal 4 

(1) Subjek retibusi membayar retribusi di loket pembayaran 
retribusi yang telah ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Wajib retribusi membayar retribusi terutang kepada 
Bendahara Pembantu Penerimaan dalam waktu 1 (satu) 
hari kerja. 

(3) Retribusi dalam 1 (satu) hari kerja disetorkan langsung 
ke Bank yang ditunjuk dan mekanisme penyetorannya 
terpisah antara Retribusi dan Denda Retribusi sesuai 
kode rekening setoran dari retribusi dan kode rekening 
denda retribusi. 



(4) Setelah dilakukan penyetoran, penyetor akan menerima 
tanda bukti setor, selanjutnya tanda bukti setor 
diserahkan kepada Bendaraha Pendapatan. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal ~ f - 11 - 2ot8 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

GUNAWAN WIBISONO 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal .31 - I l - '-.018 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

MUNDJIRIN 

SERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR l◊'f 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

WENNY MAYA KARTIKA 
Pembina Tingkat I (IV / b) 

NIP. 19690113 199303 2 005 


